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Abstrak

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan modern yang melanggar hak asasi
orang dan terus meningkat di Indonesia. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir
demi mengeksploitasi korban untuk keuntungan pihak tertentu. Penelitian ini
bertujuan membandingkan pemberian restitusi kepada korban dalam tiga putusan
tetap, serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus,
berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Soe,
80/Pid.Sus/2020/PN Olm, dan 782/Pid.Sus/2020/PN Mtr. Hasilnya, dua dari tiga
putusan, yaitu 80/Pid.Sus/2020/PN Olm dan 782/Pid.Sus/2020/PN Mtr telah sesuai
dengan unsur-unsur ketentuan dalam memberikan restitusi pada undang-undang,
seperti besar restitusi, pertimbangan hakim, serta penyitaan dan pelelangan harta
pelaku.
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Abstract

Human trafficking is a form of modern crime that violates human rights and
continues to increase in Indonesia. This crime is carried out in an organized manner
to exploit victims for the benefit of certain parties. This study aims to compare the
provision of restitution to victims in three final court decisions and to assess their
conformity with Law Number 21 of 2007. The research uses a normative legal
method with a case approach, based on an analysis of Decision Numbers
43/Pid.Sus/2018/PN Soe, 80/Pid.Sus/2020/PN Olm, and 782/Pid.Sus/2020/PN Mtr.
The results show that two out of the three decisions namely 80/Pid.Sus/2020/PN
Olm and 782/Pid.Sus/2020/PN Mtr are in accordance with the legal provisions on
restitution, particularly regarding the amount of restitution, the judge’s
considerations, and the seizure and auction of the perpetrator’s assets
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1. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia atau dalam bahasa inggris disebut sebagai human
trafficking merupakan masalah yang serius baginasional ~maupun
internasional, tingkat kesadaran akan isu ini merupakan hal yang sangat penting
untuk diatasi, bukan hanya pemerintah tetapi diharuskan adannya upaya
kolaboratif antara pemerintah, organisasi non pemerintah dan juga masyarakat
sipil demi mencegah terjadinya perdagangan manusia dan menciptakan kebijakan
yang efektif. Pada umumnya masyarakat memahami perdagangan manusia hanya
sebatas jual beli orang saja akan tetapi pada kenyataanya perdagangan manusia
memiliki banyak macam tindakan, contohnya terdapat perbudakan manusia,
perdagangan seks dan prostitusi, perdagangan anak, perdagangan pekerja domestik

dan lainnya.'

Korban dari perdagangan manusia, mengalami kerugian secara fisik dan
materi, korban perdagangan tidak sedikit adalah orang yang kurang berkecukupan
dalam bermateri, dengan kerugian yang ada, tentu sebagai korban menuntut adanya
keadilan untuk mengganti penderitaan yang telah dialami oleh korban, sebagai
contoh adalah dengan penggantian biaya perawatan medis dan/ atau
psikologis,biaya transportasi atau biaya lain yang berhubungan dengan proses
hukum. Pada undang-undang No. 21 tahun 2007, salah satu bentuk perlindungan

2 restitusi

bagi korban adalah dengan adanya putusan restitusi.
merupakan pengembalian hak atau kondisi yang seharusnya kepada pihak yang
berhak mendapatkannya, arti sempitnya restitusi merupakan putusan yang isinya
adalah ganti rugi kepada korban tindak pidana yang mengalami kerugian restitusi
juga bisa menjadi alasan kembalinya stabilitas ekonomi korban, dengan

memberikan kesempatan kepada para korban untuk memulai lembaran baru dalam

" Pratikno, M. W. R. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia Perlindungan
Terhadap Korban Serta Upaya Pencegahannya Di Indonesia (Berdasarkan Undang-undang No 21
Tahun 2007). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(22),hlm. 937-950.
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hidup mereka setelah mengalami hal yang traumatis, hal ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban oleh pelaku kepada korban. Undang-undang No.21 tahun
2007 yang berisi tentang  tindak  pidana  perdagangan manusa (human
trafficking). * Korban yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan
restitusi kepada pengadilan yang kemudian diharapkan hakim dapat
mempertimbangkan untuk memberikan restitusi kepadaa korban, permohonan
restitusi dapat diajukan melalui lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
permohonan restitusi harus diajukan sebelum adanya keputusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

Pada penelitian yang akan dibahas ini terdapat tiga putusan yamg memiliki
kasus dengan tindak pidana yang sama yaitu kasus perdagangan manusia, yang
membedakan diantara ketiga putusan ini adalah bagaimana cara terdakwa
mengeksploitasi korban, salah satu dari kasus ini merupakan kasus yang dimana
terdakwa membawa warga Indonesia keluar wilayah negara republik
indonesiadengan maksud untuk di eksploitasi, kemudian pada kasus selanjutnya
merupakan kasus dimana terdakwa menjadi perekrut tenaga kerja untuk
dipekerjakan dikota-kota besar yang ada di indonesia, namun pada kenyataannya
yayasan yang merekrut tenaga kerja tidak memiliki Surat Izini Lembaga Penyalur
Pekerja Rumah Tangga atau yang biasa disingkat (SIU LPPRT). Pada kasus yang
ketiga Kejadian bermula saat korban direkrut di Lombok dengan janji pekerjaan di
Dubai sebagai pegawai salon dengan gaji besar dan uang saku. Karena bujukan
terus-menerus serta kondisi ekonomi keluarga yang sulit, korban akhirnya setuju.
Setelah pengurusan dokumen dan tiket oleh pelaku dan rekannya, korban
diterbangkan ke Jakarta dan kemudian ke Dubai. Namun, setibanya di sana, korban
tidak mendapatkan pekerjaan dan dipindahkan ke Turki, di mana ia dipaksa bekerja
pada dua majikan tanpa menerima gaji, hanya diberi makan sekali sehari, dan

mengalami sakit akibat beban kerja. Setelah itu, korban melarikan diri ke shelter

3 Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, ‘Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum
Korban Tindak Pidana,’ Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 6.2 (2018)



KBRI, lalu dipulangkan ke Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak

berwayjib.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang penting untuk melakukan
analisis terhadap putusan pengadilan yang memuat ketentuan mengenai restitusi
dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Fokus dari analisis ini adalah untuk
mengetahui sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan keadilan bagi korban
serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang. Dengan mengkaji lebih dalam isi putusan, penulis
berharap dapat mengidentifikasi jika terdapat ketidaksesuaian atau permasalahan
yang perlu diperhatikan dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam aspek

pemenuhan hak korban melalui restitusi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan jenis
penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian hukum normatif juga dikenal
sebagai metode penelitian yang mengkaji hukum, hukum positif, juga metode
penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum murni. Selanjutnya pada
penelitian ini menggunakan pendekatan kasus , yang dimana pendekatan terhadap

kasus yang akan diteliti berkekuatan hukum tetap

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada bahan hukum primer yaitu
sumber Undan-Undang No. 21 Tahun 2007. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini, menggunakan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dan
informasi yang dilakukan dengan membaca literatur dan sumber-sumber tertulis.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis
deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menafsirkan data
peraturan perundang-undangan, asas-asas, norma-norma, serta teori atau doktrin
ilmu dalam penelitian ini, Penulis menggambarkan dan membandingkan
perlindungan hukum berupa restitusi kepada korban terhadap kasus perdagangan

manusia di Indonesia.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Soe’, Nomor
80/Pid.Sus/2020/PN Olm dan No 39/Pid.Sus/2020/PT.DKT

Bagian ini akan membahas kronologi dan inti dari tiga putusan
pengadilan terkait kasus perdagangan orang. Tujuannya adalah memberikan
pemahaman tentang alur peristiwa, proses hukum, serta pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan, agar analisis hukumnya bisa dilakukan

secara sistematis dan menyeluruh.

Kasus pertama merujuk pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Soe,
di mana terdakwa S.B bersama saksi E.A, merekrut korban Y.K untuk
bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur yang sah. Identitas korban
dipalsukan dan proses keberangkatan dilakukan secara ilegal tanpa
pengawasan pihak berwenang. Tragisnya, korban meninggal dunia di
Malaysia dan hak-haknya tidak diketahui secara pasti oleh KBRI. Atas
perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana 3 tahun 6 bulan penjara, denda
Rp120 juta, dan restitusi kepada keluarga korban sebesar Rp7,5 juta. Kasus
ini menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi korban jika proses

keberangkatan dilakukan secara tidak resmi.

Kasus kedua tercantum dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN
Olm, di mana terdakwa L.O alias E. memperdagangkan seorang anak di
bawah umur, S.A.A, dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana
perekrutan. Korban diberangkatkan ke Jakarta dan Medan melalui yayasan,
tanpa persetujuan sah dari orang tuanya. Terdakwa dan pihak yayasan
mengambil keuntungan dari eksploitasi korban yang masih berusia 17
tahun. Hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana
penjara 3 tahun 6 bulan, denda Rp120 juta, dan restitusi sebesar Rp1 juta
kepada korban atau ahli warisnya. Kasus ini menggambarkan bagaimana
perdagangan orang dapat terjadi dalam bentuk halus, memanfaatkan

teknologi dan dokumen palsu untuk memuluskan eksploitasi.



Sementara itu, kasus ketiga merujuk pada Putusan Nomor
782/Pid.Sus/2020/PN Mataram, di mana terdakwa H.A merekrut korban
M.J untuk bekerja di Dubai dengan iming-iming gaji besar. Namun setelah
diberangkatkan, korban tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan dan
malah dikirim ke Turki di mana ia mengalami perlakuan tidak manusiawi,
termasuk tidak diberi makan cukup dan tidak menerima gaji. M.J akhirnya
melarikan diri ke KBRI dan dipulangkan ke Indonesia. Atas perbuatannya,
H.A dijatuhi pidana penjara 3 tahun, denda Rpl20 juta, serta restitusi
sebesar Rp39.975.000. Kasus ini memperlihatkan betapa besar dampak
yang bisa dialami korban perdagangan orang, mulai dari kerugian finansial,

penderitaan fisik, hingga trauma psikologis.

B. Analisis Keselarasan Putusan Restitusi Dengan Undang-undang

Penulis membandingkan tiga putusan terkait restitusi dalam kasus
perdagangan orang dengan menggunakan beberapa faktor, yaitu jenis tindak
pidana, besarnya restitusi, pertimbangan hakim, hukuman pengganti, serta
penyitaan dan pelelangan harta. Perbandingan ini mengacu pada ketentuan
dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Dalam Putusan No. 77/Pid.Sus/2018/PN Soe, terdakwa
terbukti turut serta dalam perdagangan orang dan dijatuhi restitusi sebesar
Rp7.500.000, dengan hukuman kurungan pengganti selama 1 tahun. Hakim
mempertimbangkan penderitaan korban dan keluarganya, namun tidak
langsung memerintahkan penyitaan karena belum ada pemeriksaan lengkap
atas harta pelaku. Pada Putusan No. 80/Pid.Sus/2020/PN Olm, terdakwa
melakukan eksploitasi terhadap anak, dan hakim menetapkan restitusi hanya
Rp1.000.000 karena kerugian lain tidak terbukti. Kurungan pengganti
ditetapkan selama 3 bulan, namun tanpa penyitaan harta. Sementara itu, dalam
Putusan No. 782/Pid.Sus/2020/PN Mtr, korban mengalami eksploitasi di luar
negeri dan mengajukan restitusi Rp50 juta. LPSK menilai kerugiannya
sebesar Rp39.975.000, dan hakim mengadopsi angka tersebut dalam putusan.

Restitusi disertai kurungan pengganti 1 bulan dan kemungkinan penyitaan



harta. Berdasarkan perbandingan ini, dapat dilihat bahwa restitusi yang paling
mendekati prinsip keadilan dan ketentuan undang-undang adalah putusan
ketiga, karena menggunakan evaluasi LPSK yang objektif serta
memperhatikan keseluruhan penderitaan korban.Berdasarkan ketiga putusan
yang telah dijabarkan, terdapat sejumlah persamaan serta perbedaan yang
signifikan antara ketiga putusan tersebut. Persamaan utama yang dapat
diidentifikasi adalah bahwa ketiga putusan tersebut berasal dari kasus tindak
pidana perdagangan manusia dan sama-sama merujuk pada ketentuan hukum
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Meski demikian, perbedaan yang muncul dari ketiga putusan tersebut
terletak pada aspek restitusi yang diberikan kepada korban, pada putusan
nomor 77/Pid.sus/2018/PN Soe, hanya dicantumkan jumlah restitusi yang
harus dibayarkan oleh terdakwa serta ketentuan hukuman pengganti berupa
pidana kurungan selama satu tahun apabila terdakwa tidak memenuhi
kewajibannya dalam membayar restitusi yang telah ditetapkan. Sementara itu,
dalam putusan nomor 80/Pid.sus/2020/PN Olm dan putusan nomor
782/Pid.sus/2020/PN Mtr, selain mencantumkan jumlah restitusi yang harus
dibayar oleh terdakwa dan ketentuan tambahan berupa hukuman pengganti
pidana kurungan, kedua putusan juga ini mencantumkan ketentuan mengenai
penyitaan dan pelelangan harta benda oleh penuntut umum sebagai upaya

untuk menjamin pembayaran restitusi kepada korban.

Perbedaan dalam aspek restitusi antara ketika putusan tersebut
tergolong signifikan, terutama dalam hal mekanisme penegakan kewajiban
pembayaran restitusi. Dalam satu putusan, tidak terdapat ketentuan penyitaan
dan pelelangan harta benda, sementara dalam putusan lainnya, mekanisme
tersebut secara eksplisit diatur sebagai langkah untuk memastikan bahwa
korban memperoleh haknya. Perbedaan ini mencerminkan masih adanya
ketidakseragaman dalam penerapan hukum terkait restitusi dalam kasus

tindak pidana perdagangan manusia.



Selanjutnya yang perlu diperhatikan pada putusan restitusi yang sudah
hakim berikan adalah ada pada jangka waktu pemberian kurungan ganti pada
pelaku perdagangan manusia, Kurungan pengganti adalah hukuman
bagiterdakwa yang tidak bisa membayar restitusi yang dijatuhkan sebagai
pengganti pembayaran restitusi (ganti rugi kepada korban) karena terdakwa
tidak mampu membayar sesuai yang tercantum pada Undang-Undanv Nomor
21 tahun 2007 pasal 50 ayat (4) yang pada intinya berisi “jika pelaku tidak
mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti
paling lama 1 (satu) tahun”. Putusan nomor 782/Pid.sus/2020/PN Mtr, jika
dilihat dari jumlah restitusi yang harus dibayar oleh pelaku perdagangan
manusia, putusan ini memiliki jumlah restitusi yang paling banyak diantara
kedua putusan lainnya, yakni sebanyak Rp.39.975.000, jika dibandingkan
dengan putusan kedua di antaranya, putusan nomor 782/Pid.sus/2020/PN Mtr
memiliki angka restitusi paling tinggi, namun pada putusan dalam pemberian
kurungan ganti pada putusan ini sangat singkat, yaitu selama 1 bulan, jika
dibandingkan dengan putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Soe, restitusi yang
dijatuhkan adalah diangka Rp.7.500.000 dan kurungan penggantinya selama
1 tahun, sedangkan putusan nomor Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Olm, restitusi
yang dijatuhkan diangka Rp.1.000.000 dan kurungan penggantinya selama 3
bulan, hal ini menunjukan tidak adanya konsisten dalam menentukan jangka

waktu hukuman kurungan pengganti.

Akibatnya, hak korban atas restitusi tidak terpenuhi. Dadang menilai
bahwa ketentuan ini justru melemahkan perlindungan terhadap korban. Oleh
karena itu, mereka mengusulkan adanya revisi regulasi agar pelaku tidak bisa
begitu saja menghindari kewajiban restitusi, termasuk dengan menguatkan
ketentuan mengenai penyitaan dan pelelangan harta benda pelaku sebagai
bentuk tanggung jawab hukum. Langkah ini diharapkan dapat memberikan
keadilan dan pemulihan yang layak bagi korban TPPO.

Apabila ketiga putusan dibandingkan secara komprehensif dan
dicocokkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka



Putusan Nomor 80 dan Nomor 782 dapat dikategorikan sebagai putusan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meski
kenyataanya pada putusan Nomor 782 tidak mencerminkan pertimbangan
hakim yang jelas dan argumentatif, serta tidak memuat komponen-komponen
hukum yang relevan, dikarenakan kurang jelasnya pertimbangan hakim
dalam menentukan jumlah restitusi korban dan hukuman pengganti yang
tidak setimpal dengan jumlah restitusi yang ditetapkan, meskipun
begitu, pada dua putusan tersebut hakim tidak hanya menjatuhkan restitusi
kepada terdakwa, tetapi juga mencantumkan secara eksplisit konsekuensi
hukum apabila restitusi tersebut tidak dibayarkan, yakni dengan menetapkan
hukuman kurungan pengganti dan juga penyitaan dan pelelangan barang
terdakwa Selain itu, kurungan pengganti yang dijatuhkan pada putusan
Nomor 80 juga dinilai sepadan dan proporsional dengan besaran restitusi yang
dibebankan kepada terdakwa, sehingga mencerminkan asas keadilan dan
kepastian hukum bagi korban. Putusan Nomor 80 dan
Nomor 782 mencerminkan praktik peradilan yang ideal dalam konteks
perlindungan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, karena selain
memperhatikan hak restitusi korban, putusan tersebut juga memberikan
kepastian atas mekanisme pelaksanaannya, termasuk sanksi yang timbul

apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku.

Penelitian ini mengungkap bahwa sistem restitusi bagi korban tindak
pidana perdagangan orang di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala
serius, terutama dalam aspek implementasi dan penegakan hukumnya. Salah
satu bukti konkret dari lemahnya implementasi tersebut dapat dilihat dari
ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
Pasal tersebut pada dasarnya mengatur bahwa apabila terpidana tidak
melaksanakan kewajiban membayar restitusi kepada korban dalam waktu 14
(empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka pengadilan
dapat memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan dan

pelelangan atas harta kekayaan milik terpidana guna memenuhi kewajiban



restitusi tersebut. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini masih
jauh dari optimal. Terdapat sejumlah putusan pengadilan yang tidak secara
tegas mencantumkan perintah penyitaan dan pelelangan sebagai langkah
lanjutan apabila terpidana tidak membayar restitusi. Hal ini menimbulkan
ketidakpastian hukum serta memperlemah efektivitas dari upaya pemulihan
hak-hak korban melalui restitusi. Padahal, keberadaan mekanisme tersebut
seharusnya menjadi jaminan bagi korban agar tetap mendapatkan ganti

kerugian meskipun pelaku tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya.

Selain itu, persoalan lainnya muncul dari ketidak konsistenan dalam
penetapan pidana kurungan sebagai pengganti apabila restitusi tidak dibayar.
Dalam beberapa putusan, terlihat adanya perbedaan yang sangat signifikan
dalam lamanya pidana pengganti tersebut, tanpa adanya dasar pertimbangan
yang jelas dan seragam. Ketidaktegasan ini menimbulkan pertanyaan
mengenai keadilan dan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana,
khususnya bagi para korban yang seharusnya memperoleh perlindungan dan

pemulihan yang layak dari negara.

Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam
sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan restitusi, khususnya dalam
perkara perdagangan orang. Langkah-langkah yang perlu ditempuh antara
lain adalah meningkatkan konsistensi dalam penerapan aturan oleh hakim,
memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan restitusi, serta
mengoptimalkan peran aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan LPSK
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara nyata. Tanpa adanya
langkah konkret dan berkelanjutan, maka sistem restitusi hanya akan menjadi
aturan normatif yang tidak efektif dalam memberikan keadilan yang

substansial bagi para korban.

Restitusi dalam kasus perdagangan orang merupakan bentuk
pemulihan hak korban yang sangat sejalan dengan prinsip syariah dari sudut
pandang hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 90 Surah An-

Nahl, agama Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al-‘adl). Agama ini



juga memerintahkan untuk bertindak adil dan berbuat kebajikan. Pelaku
kejahatan seperti perdagangan orang harus mengganti kerugian korban, baik
materiil maupun immateriil, sesuai dengan prinsip "ganti rugi" yang dikenal
dalam figh jinayah. Menurut kaidah fikih seperti "man tasabbaba fi halaki
syai'in fahuwa dhamin", orang yang melakukan sesuatu yang salah akan
bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya. Selain itu,
perlindungan sangat penting dalam Islam terhadap martabat manusia,
sebagaimana disebutkan dalam ayat 70 Surat Al-Isra’ bahwa Allah
memuliakan anak-anak Adam. Nilai dasar Islam yang melarang perbudakan
dan mendukung pembebasan dan perlindungan bertentangan dengan
eksploitasi manusia, yang merupakan inti dari perdagangan orang. Akibatnya,
restitusi adalah kewajiban hukum dan moral untuk mengembalikan keadilan

dan martabat kepada korban dalam situasi ini.

4. PENUTUP

Menurut analisis perbandingan ketiga putusan, putusan nomor
80/Pid.sus/2020/PN Olm dan nomor 782/Pid.sus/2020/PN Mtr lebih sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Putusan ini tidak hanya
menetapkan jumlah restitusi yang harus dibayar oleh terdakwa, tetapi juga
memungkinkan penuntut umum untuk menyita dan melelang properti dan
mendapatkan hukuman kurungan pengganti jika terdakwa tidak membayar
restitusi yang telah ditetapkan

Putusan  nomor  80/Pid.sus/2020/PN  Olm dan  nomor
782/Pid.sus/2020/PN Mtr sejalan dengan Pasal 50 ayat (3) UU PTPPO,
yang mengatur bahwa pengadilan dapat memerintahkan penyitaan dan
pelelangan aset terpidana untuk memastikan korban mendapatkan haknya
jika terpidana tidak membayar restitusi dalam waktu 14 hari dan juga
terdapat hukuman kurungan pengganti, meskipun pada putusan nomor 782
dinilai tidak seimbang antara jumlah restitusi dengan hukuman kurungan

pengganti yang ditetapkan kepada pelaku. Pada Putusan nomor



77/Pid.sus/2018/PN Soe hanya menggunakan kurungan sebagai hukuman
pengganti tanpa mekanisme konkret untuk menjamin pembayaran restitusi,
sehingga berisiko menghambat pemenuhan hak korban.

Perbedaan yang terjadi saat menerapkan restitusi ini menunjukkan bahwa
sistem hukum masih tidak seragam dalam melindungi korban tindak pidana
perdagangan manusia. Oleh karena itu, untuk memenuhi hak-hak korban
secara efektif, diperlukan perbaikan seperti meningkatkan konsistensi
penerapan aturan, meningkatkan sistem pengawasan, dan meningkatkan

kapasitas penegak hukum
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